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Menjerat Tindak Pidana Korporasi
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Tidak hanya pada /aw in the books, pada law in action

pun korporasi juga telah dijadikan subjek hukum pidana ”

barat perang, penegakan hukum
pidana terhadap korporasi mempu-
nyai amunisi banu. Peraturan Mah-
kamah Agung (Perma) Nomor I3
Tahun 2016 tentangTata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidanaclch Korporasimenjadi
amunisi pentinguntuk menjerat perusahaan
yang melakukan tindak pidana. Penegakan
hukum terhadap perusahaan yang melaku-
kan tindak pldana selamainihelum terasa
efektifsalah sanumya disebabkan belum me-
madainyaregulasi tentanghalitu baik hukum
materilmaupun dan hukum formil.
Tidak dapat dipungkiri bahwakelahiran
Perma Nomor 13 Tahiuin 2016 dipenghujung
tahurr 2016 disehabkan kesulitan yang dialami
oleh penegak hukumuntukmenjeratperusi-
haan yang melakukan tindak pidana. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) misainya,
selama 12 tahun melakukan pemberantasan
korupsitelah mampu menetapkan 146 peng-
urus perusahaan sebagai tersangka korupsi,
namun belumadasatu korporasi yang dapat
dijerat dengan hukwim pidana. Padahal, sulit
menghitungdengan jari jumlah perusahaan
yang melakukan tinclak pidana baik secara
sendidanmaupunbersama-sama dengan
perusahaan lainnya.

Korporasi Subjek Pelanggaran
Hukum Pidana

Perscalanimerylasar mengapa korporasi
sulit dijeratdengan hukumipidana disebabkan
belum memadai instrumen hukum yang
dapat membuat para hakim dapatimenjerat
komporask sebagai subjek hukum pidana.
Dalam diskursus tindak pidana korporasi,
persoalansubjek hukurn tindak pidanaadalah
persoalanklasik, apakah subjek hukatm hanya
terbatas pada orang perseorangan (nanarlijk

serroon), atau juga korporasi sebagai buik
hadan hukum (rechs persoon). Hal ini
mengingat korporasi adalah subjek hukum
yangbukanbukanaslialias “jadi-jadian”, sebab
sulitmengukur thenentalelementofacrime
yang disebu1 nieans reayang merupakan
sikap batin dalam perbuatan pidana olch
korporasi.

KUHP misalnya, masih menganut asas
sociatesdelinguierenon potestyakni asasyang
menyatakan kesalahan menurut hukum
pidanaselalu disyaratkan sebagai kesalahan
dan manusia, karenanya badan hukumatan
korporasi dianggap tidak dapat melakukan
tindak pidana. Narmun. di Belanda, li tempat
lahimya KUHP telah mengubaly ketentuan
tentang halini. KUHP Belanda Pada tanggal
23 funi 1976 imenjadikan korporasi sebagai
subjek hukumpidana sebagaimana terdapa
pada pasal 51 KUHP Belanda yangisinya
menyatakan bahwa tindak pidana dapat
dilakukan baik oleh perorangan maupun
kormporasi.

Jika suatu tindak pidana ditakukan oleh
korporasi, penuniutan picanadapatdijalankan
dan sanksi pidana maupun tindakan yang
disediakan dalam perundang-undangan
sepanjangberkenaandengankorporasi dapat
dijatuhkan Pengenaansanksictapat dilakukan
terhadap korporasi sendiri. ataumerekayang
secara faktual memberikan perintab untak
% -elakukan tindak pidana yang dimaksud,

termasuk mereka yang secara faktual
memimpin pelaksanaan tindak pidana
dimaksud, ataukorporasiataumercka yang
dimaksud di atas bersama-sama sccara
tanggung renieng,

DiIndonesia, jikadilihat berbagai perati-
ran perundang-undangan baluva korporasi
adalah subjek hukuny vang dapat (]iit‘rill
dengan hukunt pidana. Dalany hal korupsi
misalnya, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Korupsi telah
mienyatakan bamvakorupsiadalah perbuatan
melawan hukum dengan melakukan
perbuatanmemperkayadirisendiriatauorang
lainatau suatukorporasi yang dapat merugi-
kan keuangan negara atau perckonomian
negara,

Tidak hanyapada lanzin the books, pada
lawinactionpun korporasi juga telah dijadi-
kan subjek hukum pidana. Hal ini dapat kita
lihat daniheberapa putusanhakim yangterkait
dengan tindakpidana oleh korporasi. Sebut
saja kasus pajak Asian Agri Group (AAG),
walatipun JaksaPenuntut Umum (JPU} hanya
mendakwa Suwit Laut (Tax Manager (AAG).
hukan korporasi AAG sebagai subjekhukuny,
namun Putusan Mahkamah Agung Nomor
2239K/PID.SUS/2012 menghukum Asian
AgriGroup sebagai subjek hukum dan men-
jauhkan hukuman pidina sehesar Rp2.5
triliun.

Kasus lainvangtakkalah menaikaclalah
perkara yang melibatkan PT. Dongwoo
Enviromental ndonesia (DEI). Majelis hakim
melalui puinsan kasasiNo. 862/K/Pid. Sus/
2010 menjatubkan pldana terbadap PT. DEI
sebagai korporasimeskipun JPUnidakimelaku-
kan dakwaan dan nnmutan kepada PT. DEL
JPU sebagai subjek hukum, melainkan
mendakwa KimYoungWoosehagai pengurus
perusahaan. Hal yang menarik dari kasus
ini adalah saat majelis hakin menjatihkan
pidanakepadaPT.D - sekaligusmenjatuhkan
anmmanﬂ:m.m an terhadap KimYoungWoo
jika PT. DE] tidak membayar pidanadenda
yang dijatuhkan. Kasus lain tindak pidana
korporasi dapat dilihat pada putusan
Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 01 /Pid.
Sus/2009/PT. Bl yang menjatuhkan pidana
dendasebesar1.317.782.129 kepacla P'T. Giri
JaladhiWana (GIW).

indak pidana korporasi juga terjadi pada
sektor perikanan, Diantara kejahatan peri-
kanan yang dilakukan oleh korporasi adalah
penangkapan ikan secaraillegal. penyeludu-
pant.kerja paksadan perdagangan manusia,
Datamenyebutkan, pada tahun 2015-2016
terdapan 12 perusahaan penangkapan ikan
yang lerjerathukim pidananangtick hanva
menjerat pimpinan korporasi namun juga
kowporasisebagai badan hukvm flegateniiny
(Kompas/26/1/2017).

Penguatan Penegakan Hukum
Schagaimana disebutkan diatas, Penma
Nomor 13Tahun 2016 adalah amunisi baru
dalam menjerat korporasi sebagai suhjek
hukum, Pennabaru ini diharapkan dapat
menjerat korposasi lebih efekiifdarisebelm-
nyascbab kriteria tindak pidanakorporasi
dalam Permaini lebih dijelaskan baik dari
sisihukumma enial tevutama clari sisi formil.

S

s,

Dari sisi hukmn materil inisalnya, Perma
Nomor 13 1ahun 2016 menegaskan bahwa
tindak pidanaoleh horporasi adalaly tindak
pidana vang dapar dimintakan pertang-
gungawaban pidana kepada korporasi sesuai
dengan undang-undang vang mengatur
1entang korpovasi (Pasal Tangka 8).
Melalui Pernain, hakimclipandu dengan
kriteria untuk menilai linduL pidanaoleh
korporasi yakni, pertama, korporasi dapat
memperolchkeuniungan arau manfaat dari
tindak pidana tersebut atau tindak pidana
tersebut ditakukan untuk kepentingan
korporasi. Keuntungan korporasi misaltiya
dapatditandaidengan masuknyaaliran dana
kedalam kas korpprasif rekening korporasi.
Atau. tindak pickana dilakukan ik kepen-
tingan korporasi vang ditandai dengan
misalnyvauang kas dari sebuah korporasi
digunukmumuﬁ:mclnktlkanschuahlimlak:\n
untuk kepentingan knrporasi. Berdasarkan
aturanini ticaklah sulionenjeratkasus Opevasi
“Tngkap Tangan (OTT) KPK vaknisuap rekla-
masipantai diJakartayangmenveret direktur
utama korporasi sehagai tersangka. Sebab
pemberianuangsuapyang dilikukan terkais
dengandengankepentingan korporasi vang
mclakukan reklamasi panai,
Keduaknitesiauntuk menilatindak pickna
oleh korporasiadalah kepeasimembiarkan
terjuadinya tindak pidana, serta vang ketiga
adatah korporasi tidak melakuksm langkah-
langkah yang diperlukan untuk melakukan
pencegahan vangdapi herdampak yang
lebih besar dan memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan hukum vang berlaku
gunamenghindari terjadinya tindak pidana.
Sedangkan daisisi hukum formi Penna
Nomor 13 Tahun 2016 ini dapai dikarakan
relatif lengkap untuk menangani perkara
nidana korporasi mukaick i iahap penyidikan.
stetan hingga peloksanaan cksekusi

putusan. Selain itu, pihak yang dapat dijerat
«zanganpidanaberskalaichib luas, tdak hanya
karporasinamunjugaorangyang herdasarkin
hubungankenjaatan berdasarkan hubungan
lain baik sendiri manpun bersama-soma
K“"u hertindak untuk dan atas nama

orporasididalamymaupun dilnarlingkungm
korporasi (T'asal 3). Tidak hanyaitu, cakupan
subjek bukuny juga memasukkan tindak
pidana dilakukan oleh korporasi dengan
melibatkan induk korporasi dan/aiau
korporasi subsidiari dan/atau korporasiyang
mempunyai hubunfz\n dapaldiémmuxggung-
jawabkan secara pidanasesuai dengan peran
masing-masing.

Denganicakupan subjekhukumyang uas
diatas, maka pemberantasan tindak pidana
dapat dilakuLml secara menyeluruh, dari
hulusampaihiliz. Halini sangat penting untuk
memastikan asas keadilan dalam pencgakan
hukum dapatterpenubi. Sebabdalam praktek
tindak pidana yang muncul ke peimukaan
adalah perusahaan pelaksana dari sebuih
tindakan, padahal banyak afiliasi perusahaan
danorang-orangyang teflebihdalamschuah
persekongkolan.

Dengan demikian, keluamya Permia No-
mor 13 Tahun 2016 membuat asa untuk
membasii kejahatan-kejohatan yiang
dilakukan oleh korporasl semakin kuat.
Tinggal lagi, penegakan hukum ¢lanw
enforcemert) tidak hanya bersandar pada
regulasi yangbaik namun juga dibutuhkan
kejujuran dan nyali penegak hukum serta
kesadaran (legal cirlniere) semua komponen
masyarakat dan pemerintah schingga
keadilan hukum dapat tercapai. Semoga.
Wallaludalam.
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